
BUPATI SAMBAS 
PERATURAN BUPATT SAMBAS 

NOMOR 25 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN 
DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENOAJUAN, 
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANOGUNGJAWABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SAMBAS, 

Menimnbang bahwa untuk melaksanakn ketentuan Peal 18 peraturan 
Pemerintah Nomor Tahun 2009 entang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politike di Abu paten Sambas perlu menetapken Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangsaran 
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
aporan Pertanggngiawabean Pengunaan Bantan Keuangan Partad 
Potitik; 

Mengingat I. Undang-Undang iomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembarn Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9] ebagad Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 18201 

2. Undang-undang Noor 2 TAhun 2008 tentang Partad Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 
Tarn bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun Tahu 2011 tentang Peru bahan Atas Undang- undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5189] 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916; 

4. Undang-Undang Nor6r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tarbahan Lembaran Negara Republike Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang iomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Noror 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679] 



5. Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578] 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan kepad Partai Politik (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972] sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahu 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
fen.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

7Peraturan Menteri DAlam Negeni Republik Indonesia Noror TT 
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata care Penghitungan, 
Pergangran Dalama APBD, dan Tertib Administrasi pengajuan, 
Peryaluran, dan laporan Pertanggungiarwa ban Pengqunaan 
Banfuan euangan Partai Politik (Brita Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 1744 

8. Peraturan Dara.h Kabupaten Sambas Nomor 10 Tun 2006 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politike di KAbu paten 
Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 
Nomor 10; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 fahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Noror 4), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan; PERATURAN BUPATT TENTANO PEDOMAN TATA CARA 
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERT1B 
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANOOUNGJAWABAN PENOGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
PARTAI POLITIK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
I. Pemerintah Dara.h adalah Bupati berserta Perangkat Daerah 

se bagai unsur penyelengqaran Pererintah Daerah 
2 Bupati adalah Bupati Sambas 
3. Dewan Per wakila Rakyat Dara.h yang slanjutnya die but 

DPRD dalah Dewan Per wakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sambas 

4. Komisi Pemihihan Umum Daerah yang selanjutnya dise but 9Up 
adalah Komisi Perilihan Umum Daerah Kabupaten Sambas 

5. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat B3PK adala.h 
Badan Pererikesa Keuangan Republik Indonesia 

6. Pata Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh 
sekelompok Warga Negara Republik Indonesia sccara suka rel 
atas dasat persama.an kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan 
Negara melalui Perilihan Umum. 



7Bentuan Keuangan adalah Bantuan kKeuangan yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan 
secara Proposional kepala Partai Politik yang mendapatkan kursi 
di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan 
suara 

8. Tim Verifikasi adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
melakukan tugas verifikasi. 

9, Verifikai adala.h kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap 
proposal bantuan keuangan tahun berjalan dan laporan 
pertarggungiawaban Bantuan Keangan Partad Politik Polite 
tahun se belunya 

10. Suara sah adalah suara sah Partai Politik hasil permihihan Unum 
legislatif yang diautentifileasi oleh Komisi Peihihan Umum 
Daerah 

I.Dewan Pie pinan Pusat Parted Politik yang selanjutnya dise but 
DPP alalah pengurus partai politik ditingkat Nasional yang 
ditetapkan berdasarkan hail keputusan Musyawarah Nasional/ 
Kongres Muketa.mar atau se butan lainnya yang sejenisnya yang 
telah terdaftar di Kerenterian Hukum dan Hake Aasi Manuia 

12. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik dan Dewan impina 
Cabag Partai Politik yang selanjutnya disc but ppp, DPC atau 
sebutan lainnya adaah pengurus Partai Politik di Kubu paten 
Sambas yang ditetapkan berdasarkan hasi keputusan 
Musyawarah Derah dan Muyawarah Cabang atau se butan 
lainnya yang ditetaplan berdasarkan hail Keputusan 
Muawarah Dara.h den Muyarwrah Cabang ataru sec butan 
lainnya yang ditetaplan oleh Dewan impinan Pusat Partad 
Potitik. 

13. Angsaran Pendapatan dan Belanja Dae mah yang selanjutnya 
disinglat APD adalah Angarn Pendapatan Daerah Kabupaten 
sambas 

BAB I 
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

(I) Bupati memberilean bantuan keuangan kepada Partai Politike t 
abu paten Sambas yang mendapatkan kursi di DPRD KAbu paten 
Sambas. 

(2] Bantuan keuangan kepada Partai Politik se bagairnana dimaksud 
pada ayat (l diberiks secara proporsional yang 
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara 

(3) antuan keuangan sebagairman.a dimaksud pada ayat (1 
diberikan setiap ta hun. 

Bantuan keuangan sebagairman.a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
bersumber dari APBD 

(I Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 penghitungannya berdaserkan pada jumlah perolehan suara 
sah hasil Pemilu DPRD 



(2 Jumlah perolehan suara hasil Perilu DP'RD sebagaiman.a 
diraksud pada ayat (l] didasarkan pada hasil penghitungan 
suara sah peril DPRD yang ditetapkan oleh KPUD 

(l Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di 
DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l] berdasarkan 
pada hail penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun 
anggaran sebelumnrrya dibagi dengan jumlah perolehan suara 
hail Perilu DP'RD bagi Partad Politik yang mend.a patkan kursi 
periode se belumnya 

(2 Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sec bagaimana 
dimaksud ayat ( sebagai berikeut: 
a untuk periode perilu 2014-2019 bagi partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APD 
tahun angsaran 2013 ibagi dengan jumlah perolehan suara 
Yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009 

b untuk periode pemilu benikutnya bag partai politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD adala.h jumlah bantuan A4PD 
tahun anggaran sebelumnnya dibag dengan jumlah perolehan 
suara yang mendapatkan kuri i DPRD periode se belumnya. 

umlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dani APBD dalam 
tahun angka.ran berkeena.an sama dengun nilei bantuan per suara 
hasil Perilu DPRD ebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (I 
dikahikan dengan jumlah perolehan suara hail Perilu DPRD periode 
berkenaan. 

Penghitunrgan besaran nilei beantuan persuara sebagamane 
dimaksud psal 6 sebagai berikut 

a. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang 
mendapatkan kursi di DRD adalah jumlah bantuan APB.D 
tabun anggaran 2013 dibag dengan jumlah perolehan suara 
yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009; 

b untuk period pemilu benikutnya bagi partai politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD adala.h jumlah bantuan APBD 
tahun anggaran sebelumnya dibeagi dengan jumlah perolehan 
suaura yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya 

BAB III 
PENGANGGARAN DALAM APBD 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan 
dergan objek belanja bantuan keuangan kepad.a partai politik. 



BAB IV 
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN 

(I Pengurus partai politik tingkat Kabupaten Sambas mengajukan 
surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada 
Bu pati 

(2] Surat permohonan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (I) 
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya 

(3] Surat permohonan se bagaimana dimaksud pada ayat (2] 
menggunaka kop surat dan cap stempel partai politik serta 
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan 
administrasi berupa 
a. surat keputusan ppp petai Politik yang meneta pkan 

Susunan epengurusan DPC partai politik tingkat Kabu paten 
Sambas atau sbutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua 
Urum dan Sekretaris Jenderad ppp partad Poitik atau 
sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan 
Anggaran Dasar/Ang&ran Ruma.h Tang8a masing-masing 
Partai Politik, 

b foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
• Surat eterangan autentifika.si hail penetapan perolehan 

kursi darn suara partai politik hail perilihaun umum DPRD 
yang dilegalisir Ketua atau Sekretarnis KUD; 

d. nomor rekening kas mum partai politike yang dibuktikan 
dengan pernyataan perbukaan rekeening dari bank yang 
bersangkutan; 

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politike 
dengan mercantumkan besaran paling sedikit 60% (enam 
puluh persen) dari jumah bantuan yang diterima untuk 
pendidian politik; 

f laporan realisasi peneriman dan pengeluaran bantuan 
kuangan yang bersumer dani APBD tahun anggaran 
sebelumnya yang telah diperiks oleh BP; dan 

g. surat pernyataan ketua partad politike yang menyataka 
bertanggungawab secara foreil dan materiil dalar 
penggunaan aggaran bacntuan keuangan part.ad politik den 
bersedia dituntut sesuad peraturan perundang-undangan 
apabile memberikan keterangan yang tidak benar yang 
ditandatangai Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di 
atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik 

(4) Surat permohonan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1 
tembusannya disampaikan kepada Ketua PUD dan Kepala 
Satuan kerja Perangkat Daera.h yang membidangi urusen Politike. 

Pasad IO 

Format Surat Permataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yat 
(3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bu pati ini. 

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan 
keuangan sebagam.an.a dim.auk.sud dalam Pasal 9 pada tahun 
anggaran berjalan, bantuan keuargan yang bersumber dari APBD 
tidak dapat diberikan 



BAB V 
VERIFIKASI KELE NGKAPAN ADMINISTRASI 

(I) Verifikasi kelengkapen administrasi sebagaimane dimaksud 
dalam Paal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengka pan 
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Part.ad 
Politik tingkat Kabu paten Sambas 

(2] Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (l) diketuad 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidang urusan 
politik abu paten Sambas atau s bu tan launnya 

[) Keangotaaun Tim Verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat (lH 
terdiri dari unsur Kepala Satan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Sambas, Bagian Hukum Sekcretariat Daerah 
Kabupaten Sambas, Bagan Keuangan Secretariat Dae rah 
Kabupaten Sambas, Inspektorat Kabu paten Sambas dan KPUD 

(4) Pembentukan Tim Verifikaasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1J 
ditetaplan dengan Keputusan Bu pati 

(5] Biay% Tim verifikas sbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dibebankan pad.a Anggaran Pendapatan da Belanja Daera.h 
Kabu paten Sambas 

(l] Hasil verifikaai kelengkapan administrasi permohonan ban tuan 
keuangan partai politik tingkat Kabu paten Sambas dibuat dalam 
benita acara 

(2 Format berita acara hail verifikasi sbagaimana dimaksuad pade 
ayat (l] tercantum dalam Lampiran sebagii began yang tidal 
terpisahkan dari Perturan Bu pati ini. 

Pad I4 

Ti verifilai sebagairman.a dimaksud pas.al dalam 2 menyampedkan 
berite acara hasil verifikasi pertad politik di Kabupaten Sambas 
epada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan 
administrasi permohonan bantuan keuangan partad politik se baga 
satukesatuan yang tidak terpisahkan 

BAB VI 
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 

Pejabat pengelola keuangan du rah KAbu paten Sambas atas 
persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas 
umum Partai Politik di Kabupaten Sambas dengan melampirkan 
Benita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi 

(l Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabu paten Sambas 
menyampakan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang 
disalurkan sebagaimana dimake.sud dalam Peal 14 kepada Bu pati 
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sambas 



f2] Penyampaian tanda bukti sebagaiman.a dimaksud pada ayat (J 
disertai dengan penandatang.nan berita acaura sera.h terir.a 
bantuan keuangan 

(3] Format berita acara serah terima sec bagaimana dimaksud pad.a 
ayat (2), tercantum dalam Lam piran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

BAB VII 
PENGOUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

(I) Bantuan keuagan partai politik digunakan sebagai dana 
penunjang kegatan pendidikan politik dan operasional 
sekretariat partad politik 

[2) Penggunaan untuk pendidikaan politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat () paling sedikit 60% (enam puluh persen) dart 
besaran bantuan yang diterima 

(3) Kegiatan pendidian politik sbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanak.an ssua dengan peraturan perundang-undanga 
yang mengatur mengenai pendidikan politik 

Pasal 18 

(l) Kegiatan pendidikan politik bertujuan ntuk 
a. meningkatkan kesadaran hake dan kewajiban masryarakat 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegar 
b meningkatkan partisipsi politike dan inisiatif rayarakat 

dalam kehidupan bermasyaura.k.at, berbargse dan bernegare, 
dan 

c. meningkatkan kemandirian, kedewass.an, dan mem ban gun 
karakter bang dalam rangka memehihara persatuan dan 
esa tuan banga 

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berkaitan 
dengan kegiatan: 
• pendalaman mengenai Pancasil, UUD 1945, Bhineka 

Tung&al lka dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
b. perahaman mengenai hake-hake dan kewat ban Warga Negara 

Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan 
c. pengkaderan angota peartai politik secara berjenjang dan 

berkelanjutan 
(d) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (l 

dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan 
gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan 
Pancasla 

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, antara lain berupe 
a.seminar; 
b. lokakarya, 
c. dialog interaketif; 
d. sarasehan; dan 
e. workshop 



Pasad 20 

Kegatan operasional sekretanat par ta politik sebagaiman.a 
dimaksud dalam Pasal I6 berkaitan dengan; 
a. administrasi umum; 
b. berlangganan daya dan jas, 
c. perehihara.an data dan arsip; dan 
d. permehiharaan perala tan an tor 

Administrasi Umum sebagaiman.a dimakesud Pas 20 hurufa adalah 
seminar; 

b. lokakarya; 
c. dialog Interaktif; dan 
d. workshop. 

Largganan daya dan jas sec be.gaim.aha dim.aksud Pas.al 19 uruf b 
ad.ala h: 
a. telepon; 
b listnik; 
c. air minun; 
d. jas po, 
e. giro; dan 
f surat menyurat 

BAB VIE 
LAPORAN PERTANOOUNJAWABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 23 

Partai politik membuat perbukuan dan memehihara bukti 
penerioaan dan pengeluaran at.as dana bantuan keuangan 

Pasal 24 

(l4 Partaj potitik wajib membuat laporan pertanggungiawa ban 
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dart 
dana bantuan APBD 

(2) Laporan pertanggungiawaban sebegairman.a dimakuad pade ayat 
(I terdiri dani Rekapitulasi Realias Penerimaan dan Belanja 
bantuan keuangan partai politik den rincian Realisasi Belanja 
Dana Bantuan Kuangan Prtau Politik Perkegiatan 

(3] Format laporan pertanggungiawa ban se bagaiman.a dimaksud 
pada ayat [2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

Pasad 25 

Partai Politik wajib menyampeaikan laporan pertang8ungia wa ban 
penerimaan dan pengeluaran keuargan yang bersumber dari dana 
APBD paling lambat I (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir 
kepada BP ntuk dilakukan pemeriksa.an. 



Partai Politik waib menyampakan laporan pertang8ungarwa ban 
penerimaan dan pengeuaran euangan yang bersumber dari dana 
APBD cart berkala l (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah 
diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

(l Laporan pertanggurgiawaban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasad 26 disampaikan oleh Ketua atau se butan lain partai politik 
di Kabupaten Sambas kepada Bu pati 

[2) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah dipeniksa 
oleh BPK. 

Laporan pertanggungiawaban sebagaimacna diraksud dalam Pas.al 
27terbuka untuk diketahui masry.aura.kat 

Partai politik yang melanggar etentuan sebagauimana dimaksud 
dalam Pas.al 26 dikenai secnksi administratif berup penghentian 
bantuan keuagan dari AP'BD dalam tahun anggaran berkena.an 
sampai la poran diterima oleh Bu pati untuk partai politik tingkat 
Ka bu paten Sambas 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

(I) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi 
di pPRD hall Perilu Tahun 2009, diber~lean sampai dengan 
diresmikannya keangotaan DPRD hasl Perilu Tahun 2014 

(2) Bantuan keuangan epada partad politik yang mendapatkan kursi 
dan DPRD has] Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung seja 
diresmikannya keanggotaan DPRD hail Perilu Tahun 20I4. 

[) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik 
sebagaimana dimaksud pada aryat (l) dihitung secara 
proporsionad berdasarkan rentang waktu sampai dengan 
berakhirnya mas keacrggot.a.au DPRD hasi] Peil Thun 2009 
dalam I (satu) tahun anggara 2014, 

(4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima parta politik 
se bagaiman.a dirak sud pada aryat [2) dihitung secara 
proporsional mulai sejak diresrikannya keanggotaan DPRD hasil 
Perilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 
2014 



Dalam hal Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasi 
Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil 
Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di 
DPRD hasil Perilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mergajukan 
surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaiman.a 
dimaksud dalam Pasal 9. 

BAB X 
KETENTUAN PENUT'UP 

Pasad 32 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daera.h 
Kabupaten Sambas. 

Ditetaplan di Sambas 
pada targgal 24 September 2016 

BUPATI SAMBAS, 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 24 September 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

rD 

JAMIAT AKADOL 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 N0MOR 25 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN PERUN! +ANGAN UN! »ANGAN 

MARIANS 
bina (IV/a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, 

PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB 
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, 
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANAN PARTAI 
POLITIK 

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA 
SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN 

KEUANGAN PARTAI POLITIK 

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLIT1K 

SURAT PERNYATAAN 

1. Nara 

Jabatan 
Alamat 

2 Nara 

Jabatan 
Alarat 

Ketua Umum/Ketua 

Sekretaris lender/Sekeretari 

Degan ini menyatakan bahwat 

I. Kami bertangqungiewab scare formil dan materiil dalam penggun@an anggaran 
bantuan keuangan partai politik 

2. Kami bersedia dituntut sesuad peraturan perundang-undangan apa bila 
memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administras 

bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ...yang kami sampakan 
Demikian surat pernyataan ini kami bu.at untu.k dipengunakan se bagaimana 
mestiny. 

.... ....•....... . . . 
DPD/ DPC 

PARTAI..... 

KETUA UMUM/ KETUA, 

... . ....•.... 1 

SEKRETARIS 

t • . • •• • ..••...••... t 



B. BERITA ACARA VERIFIKAST 

BERITA ACARA VERIFIKASI 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI •.. 

Pada hari ini 1angal b<ilan ...••.. Tahun Tim 
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Banfuan Keuangan kepada Partai Politike yang 
dibentuk berdasarkan Keputusan Sambas ......, Noor ...., Tahun Tang9gal 

o., telah melaksanakan verifikasi persyratan administrasi bantuan keuangan 
Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD/DC ...»o 

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan euangan 
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..ooo. telah memenuhi 
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pererintah/pemerintah 
daerah Sambas yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politike yang 
mendapatkan kursi di DPRD Kabpaten Sambas pada Perilihan Umum Tahun •• 
sebanyak .... sacra s.ah XRp. ..Rp. 

Demikian Berita Acara Hasil Verifikai Kelengkapan Administrasi Bantu.an 
Keuangan kepada Partai ...., ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

TIM VERIFIKASI KELE NGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK 

l. .. . . . Ketua I I 

( ....•••. ••• . ••••••••••••••••• I 
( . ) 

I ··········· I 
I ····· ············ ·········· . ··· I I J 

... I ( . 

4 An ...... 
5 ···························An ...... 
6 •••••........................................ Angpla 
7 •••·••••···••···••· Angp>ta 

3 An..,._. 
2. ················································ �luetaria 



C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI DI KABUPATEN SAMBAS 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

NOMOR o 

Pada Hari ini ... Tang.gal ... Bulan • Tahun • yang bertand.a tangan dibawah 
Int 
I. Sambas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabu paten Sambas 

selanjutnya disc but Pihak Pertara 
2. Ketua dan Bendahar DD/DPC Purtai ... Kabupaten Sambas atau sebutan 

lainnya selanjutnya disc but ihak Kedua 

Degan ini menyatakan bahwa Pihake Pertama menyerahkan Bantu.an 
Keuangan Partai Politik Tahun •. kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sambas 
sejumlah Rp. ... [...) dan Pih%k Kedua menerina Bantuan Keuangan terse but dari 
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN . melalui Rekerning Bank DPD/DPC Partai 
•. Kabupaten Sambas 

Berita Acare Serah eima ini dinyatakan sah setelah copy Surat eintah 
Membayar (8PM Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DJ dari KPPN 
diterima oleh DPD/DC Partai Politik yang bersangkutan 

PIHAK KEDUA 
DPD/DPW PARTAL ... 

KETUA 

j , 

BENDAHARA 

( ) 

PIHAK PERTAMA 
BUPATI SAMBAS 

, , 



D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

LAPORAN PERTANGGUNJAW ABAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK............ 

TAHUN ANGGARAN • 

Laporan pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan 
partai politik sebesar Rp ...88ooooooo. yang telah diperiksa Bad.an Pemeniksa 
kKeuangan pada tanggal.bulan..tahun. sebagai berikeut 

NO JENIS PENGELUARAN JENIS VOLUME REALISAST KETERANGAN 
KEGIATAN KEGIATAN (Rpl 

1 2 3 4 5 6 
A PENDIDIKAN POLITIK 

• Seminar; 
b. Lokakarya, 
• Dialog interaktif; 
d Sarasehan; dan 
• Work 

B OPERASIONAL 
SEKRETARIAT 
1 Administrasi Urum 

d. Keperluan ATK 
b Ra pat Internal 

Sekretariat 
c. Transport dalam 

rangka mendukung 
kegiatan operasion.al 
Sekretariat 

2 Lang8anan Daya dan 
Jase 
8. Tele pon dan Listnik 
b Air Minum 
c Jasa Pos dan Giro 
d Surat me rat 

3 Pemeliharaan Data dan 
Arsi 

4 Peenelihara Peralatan 

e Kantor 
8ALDO E .............. 

Mengetahui 
KETUA UMUM/ KETUA, 

( •....•.....• ..•••. • ...•...• 1 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN PERUN IANGAN-UND 

ANIS 
a [IV/a) 

NIP 19640112 200003 1 003 

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA, 

(...... . . . . ,) 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 


